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TENTANG

PENETAPAN NAMA NAMA SD-SMP NEGERI SATU ATAP

DAN UNIT SEKOLAH BARU USB SMP NEGERI SERTA
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR

2. bahwa dalam rangks penuntasan program wajib belajar 12 Tahun, Pemerintah
melaksanakan program perluasan dan pemerataan pendidikan, serta program
pengembangan pendidikan Dasar Terpadu, SD-SMP Satu Atap dan USB SMP
Melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemendikbud,
sehingga untuk menuntaskan program tersebut, di Kabupaten Sumba Timur
dibangun USB SMP ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu
menetapkan Nama SD-SMP Negeri Satu Atap dan Unit Sekolah Baru (USB) SMP
Negeri serta pemberian |zZn operasional di Kabupaten Sumba Timur yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat 1T dalasm Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tashun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberaps kall
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daenh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
y Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemarintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

sia Nomor 4593);
11, Peraturan Pemetintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
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4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waijib Belajar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendananan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar Is!
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar
Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekoiah
Menengzh Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Allyah (SMA/MA);

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar df Kabupaten /Kota;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan
Pemerintahan yang Menjad Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Nomor 151, Tambahan Lembaran
Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
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Tembusan . )

Mentan Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Sekrataris Jenderal Kemdikbud di Jakarta.

Inspektut Jenderal Kemdikbud di Jakarta

Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta.
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Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Dinas Pendidikan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
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Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.

0. Para Kepala Sekolah masing-masing di tempat

CENO NN -
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NAMA SD-SMP NEGERI SATU ATAP DAN

UNIT SEKOLAH BARU SMP NEGERI SERTA

DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Lokasi Beroperasi
No Nama Sekolah Desa Kecamatan omn w
1| SMP Negen Satap Tamma Tamma Fahunga Lodu 2008 008
2| SMP Negen Satap Tambun Tamburi Rindi 2008 2008
3 | SMP Negeri Satap Walstungga Walatungga Pandawai 2008 2008
4 | SMP Negerl Satap Ngarukahiri Ngarukahin | Kambata Mapambuhang | 2008 2008
5| M Niegen 1 Kambera Lambanapu Koimber 2008 | 2008
6 | SMP Negerl 1 Waingoai Makasminggit Kots Waingapu 008 2008
7 | SMP Negeri 2 Rindi Rind: Rindi - 208 | 2008
8 | SMP Negen 2 Pahunga Lodu Palanggal Pahunga Lodu 2008 2008
5 | SMP Negen 2 Wulla Wagilu Waiakarl Wulta Warjih %08 | 2008
10 | SMP Negeri 1 Nggaha Orl Angu Praipaha Nggaha Ori Angu 2008 2008
11 | SMP Negeri 1 Karera Nangga Karera 2008
12 | SHP Neger| 1 Kanatang Mondu Kanatang 2008 %
13 | SMP Negeri 1 Mahu Walrara Mahu 208 3009
14 | SMP Nogeri Satap Okatana Wanggambewa Pinu Pahar 2008 | 2009
15 | SMP Negerl Satap Pulupanjang Pulupaniang Nogaha Ori Angu 08 | 09
16 | SMP Negeri 3 Pandawai Palakahembs Pandawal 211 | 012
17 | SMP Neger| Satap Praimarada Umamanu Lewa Tidahu a1 | A .
18 | SMP Neger| Satap Kanjilumuru Wahang Pinu Pahar 2011 2012
19 | SMP Negeri Satap Paiau Salura Pral Salura ¥arern 2011 2012
20 | SMP Negeri Satap La Au Praimbana Paberwal 2012 2013
21 | SMP Negeri Satap Waitama Tandulajangga Nggaha O angu o2 T8
22 | SMP Neger Satap Kaloka
23 | SMP Negeri Satap Lakmecta
24| SMP Neger Satap Laitaku
25 | SMP Negeri Satap Handaka
26 | SMP Negerl 1 Ngadu Noaia




